SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang

tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,
maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3898);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelengaraan Pemerintah Daerah  ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan ...



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan ...



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. semula Rp. 1.532.909.181.361,00
b. bertambah /berkurang Rp. (12.265.501.802,00)
jumlah setelah perubahan Rp. 1.520.643.679.559,00
2. Belanja
a. semula Rp. 1.545.409.181.361,00
b. bertambah /berkurang Rp. (40.344.774.165,15)
jumlah setelah perubahan Rp. 1.505.064.407.195,85

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp. 15.579.272.636,15

3. Pembiayaan ...



3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1) semula Rp. 30.000.000.000,00

2) bertambah /berkurang Rp. (28.079.272.363,15)
jumlah setelah perubahan Rp. 1.920.727.636,85

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula Rp. 17.500.000.000,00

2) bertambah /berkurang Rp. O
Jumlah setelah perubahan Rp. 17.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. (15.579.272.363,15)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. (0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula Rp. 112.906.448.549,00

2. bertambah /berkurang Rp. (12.656.547.445,00)

Jumlah setelah perubahan Rp. 100.249.901.104,00
b. Dana Perimbangan

1. semula Rp. 1.174.021.924.000,00

2. bertambah/berkurang Rp. 0,0

Jumlah setelah perubahan Rp. 1.174.021.924.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. semula Rp. 245.980.808.812,00

2. bertambah/berkurang Rp. 391.045.643,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 246.371.854.455,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1. semula Rp. 44.400.000.000,00

2. bertambah /berkurang Rp. _2.500.000.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 46.900.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah

1. semula Rp. 4.940.000.000,00

2. bertambah /berkurang Rp. (1.295.000.000,00)

Jumlah setelah perubahan Rp. 3.645.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. semula Rp. 6.500.000.000,00

2. bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 6.500.000.000,00

d. Lain-lain ...



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. semula Rp. 57.066.448.549,00
2. bertambah /berkurang Rp. (13.861.547.445,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 43.204.901.104,00

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari :
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. semula Rp. 11.647.558.000,00

2. bertambah /berkurang Rp. 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 11.647.558.000,00
b. Dana Alokasi Umum

1. semula Rp. 790.451.964.000,00

2. bertambah /berkurang Rp. 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 790.451.964.000,00
c. Dana Alokasi Khusus

1. semula Rp. 371.922.402.000,00

2. bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 371.922.402.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari :
a. Pendapatan Hibah

1. semula Rp. 73.319.400.000,00
2. bertambah/berkurang Rp. _2.000.000.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 75.319.400.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. semula Rp. 54.238.434.812,00

2. bertambah /berkurang Rp. (1.233.954.357,00)

Jumlah setelah perubahan Rp. 53.004.480.455,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

1. semula Rp. 22.884.576.000,00

2. bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 22.884.576.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 0,00
e. Pendapatan Lainnya

1. semula Rp. 500.000.000,00

2. bertambah/berkurang Rp. (375.000.000,00)

Jumlah setelah perubahan Rp. 500.000.000,00
f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah

1. semula Rp. 95.038.398.000,00

2. bertambah /berkurang Rp. 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 95.038.398.000,00

Pasal ...



Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1. semula Rp. 833.926,937.880,88

2. bertambah/berkurang Rp. 55.568.027.136,57

Jumlah setelah perubahan Rp. 889.494.965.017,45
b. Belanja Langsung

1. semula Rp. 711.482.243.480,12

2. bertambah/berkurang Rp. (95.912.801.301,72)

Jumlah setelah perubahan Rp. 615.569.442.178,40

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari :
a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 637.140.825.168,88
2. bertambah /berkurang Rp. _49.074.016.709,57
Jumlah setelah perubahan Rp. 686.214.841.878,45
b. Belanja Hibah
1. semula Rp. 10.312.562.000,00
2. bertambah /berkurang Rp. _4.041.900.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 14.354.462.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial
1. semula Rp. 2.972.290.000,00
2. bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 2.972.290.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
1. semula Rp. 4.934.000.000,00
2. bertambah /berkurang Rp. 6.723.857.516,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 1.789.857.516,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan
Pemerintah Desa

1. semula Rp. 176.067.260.712,00
2. bertambah/berkurang Rp. 57.333.121,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 176.124.593.833,00
f. Belanja Tidak Terduga
1. semula Rp. 2.500.000.000,00
2. bertambah/berkurang Rp. _604.919.790,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 3.104.919.790,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b. terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 33.787.236.270,00
2. bertambah/berkurang Rp. 2.660.345.065,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 36.447.581.335,00

b. Belanja ...



b. Belanja Barang dan Jasa

1. semula

Rp. 320.646.302.738,12

2. bertambah /berkurang Rp. (24.546.466.044.,47)
Jumlah setelah perubahan Rp. 296.099.836.693,65

c. Belanja Modal

1. semula

Rp. 357.048.704.472,00

2. bertambah /berkurang Rp. (74.026.680.322,25)
Jumlah setelah perubahan Rp. 283.022.024.149,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3

terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan daerah

1. semula

Rp. 30.000.000.000,00

2. bertambah /berkurang Rp. (28.079.272.363,15)
Jumlah setelah perubahan Rp. 1.920.727.636,85

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. semula Rp. 17.500.000.000,00
2. bertambah /berkurang Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 17.500.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.

2.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan pemerintahan Daerah
dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,;
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah
Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Daftar  Kegiatan-kegiatan @ Tahun  Anggaran
Sebelumnya yang belum diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal ...



Pasal 6

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7
(1) Status Keadaan Darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap
darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan;

(2) Keadaan Darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Oktober 2019
BUPATI PADANG IAMAN,

Diundangkan di  Parit Malintang
pada tanggal 31 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019
NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/106/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

N‘l
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